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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telab dipaspackan pada bab bab schelumnya,

berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh, antara lain:

HE

Bahwa kebijakan dari Departemen Perhubungan ¢q Direktorat Jendral Pos
dan Telckomunikast scluku regulator dalam bentuk  Surat Keputusan
Dirjen Pos dan Telekomunikasi Nomor 159/DIRJEN/2001 tentang
Penctapan Penyelenggara Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik
terbukt  telah menimbulkan  beberapa  praktik  monopoli  dalam
penyelenggaraan jasa telekomunikasi VoIP di Indonesia. Praktik monopoli
ini mengakibatkan terjadinya distorsi pasar yang menciptakan suatu iklim
persaingan usaha tidak sehat dan inerugikan kepentingan umum, terutama
masyarakat selaku konsumen VoIP. Sehingga jelaslah bahwa praktik
monopoli yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Anti
Monopoh.

Bahwa beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan baik oleh para pelaku
usaha maupun masyarakat yang dirugikan karena adanya kebijakan dari
regulator adalah dengan melaporkan adanya praktik monopoli yang

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan
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umum ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku
lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Anti Monopoli
untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah
yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat., Konsumen juga dapat melaporkan adanya suatu perbuatan yang
merugikan konsumen kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat yang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
mempunyai fungsi untuk memberikan saran serta pertimbangan kepadﬁ
pemerintah dalam upays mengembangkan perlindungan konsumen,
2. Saran.

a. Perlu adanya penjelasan lebih fanjut mengenai batasan-batasan kapan
suatu tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari suatu peraturan
perundang-undangan atau kebijakan pemerintah dapat dikatakan
bertentangan dengan Undang-Undang Anti Monopoli, agar nantinya para
pelaku usaha tidak lagi dapat berlindung di balik kebijakan-kebijakan
pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, diperlukan
pula adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi apa yang dapat
diberikan  oleh KPPU apabila pemerintah  mengabaikan saran  atau
pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh KPPU sehubungan
dengan kebijakan yang telah dibuatnnya yang dalam penerapannya
teebukti telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan

kepentingan umum.
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b. Bag: pemenntah. dalam menawarkan suatu tender baru sudah sepatutnya
dan selayaknya apabila penawaran tersebut tidak lagi dilakukan secara
tertutup melainkan dapat dilakukan secara terbuka. Keterbukaan ini
nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang obyektit kepada
pemerintah selaku regulator dalam menetapkan siapa yang berhak
memperoleh ijin atau memenangkan tender tersebut dan bagi para pelaku
usaha telekomunikasi yang telah memperoleh ijin penyelenggara jasa
telekomunikasi VoIP, disarankan untuk menghilangkan praktik anti
persaingan dalam menetapkan strategi bisnisnya agar tidak berdampak
pada persaingan usaha itu sendiri dan merugikan masyarakat selaku

konsumen.
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